PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1951
TENTANG

PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1948 NO. 7
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950
NO. 12 DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 NO.13

Menimbang :

Mengingat :

DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa beberapa pasal dari Undang-undang Kerja 1948 dari
Republik Indonesia yang telah dinyatakan berlaku untuk seluruh
Indonesia, telah berlaku disebagian besar daerah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sedang di daerah lainnya belum
dijalankan;

bahwa keganjilan itu segera harus dilenyapkan;

bahwa pasal-pasal yang telah dijalankan itu ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah tahun 1948 No. 7 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1950, dan
Peraturan Pemerintah tahun 1950 No. 13 dari Republik
Indonesia;

bahwa oleh karena itu perlu kedua Peraturan Pemerintah
tersebut dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia;

Undang-undang No. tahun 1950 tentang "Pernyataan Berlakunya
Undang-undang Kerja 1948 No. 12 dari Republik Indonesia untuk
seluruh Indonesia", dan pasal 98 Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan peraturan ini,

menetapkan


http://www.djpp.depkumham.go.id

PERATURAN PERNYATAAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH 1948
No. 7, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
No. 12 TAHUN 1950, DAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 1950 No. 13
DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

Pasal I.

Dengan mengingat pada ketentuan termaktub dalam pasal Il Peraturan ini,
menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah tanggal 20
April 1948 No. 7, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah tanggal 21
April 1950 No. 12 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut :

1)

(2

3

4)

Pasal 1.

Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948
pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal
15 ayat (1), berlaku buat seluruh daerah Republik mulai tanggal 1
Mei 1948.

Dalam menjalankan aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja
tahun 1948 pasal 13 ayat (1), maka majikan dianggap tidak
mengetahui tentang keadaan haidh dari buruhnya wanita
bilamana yang berkepentingan tidak memberitahukan hal itu
kepadanya.

Buruh wanita yang hendak menggunakan haknya, seperti tersebut
dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 13 ayat (2),
berwajib menyampaikan surat permohonan istirahat kepada
majikan selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sebelum waktu
istirahat itu mulai; aturan waktu 10 hari ini tidak berlaku
terhadap buruh wanita yang baru gugur kandung.

Surat permohonan tersebut di atas disertai dengan surat
keterangan dari dokter, jikalau tidak ada dokter, dari bidan dan,
jikalau kedua-duanya tidak ada, dari pegawai Pamong Praja yang
serendah-rendahnya berpangkat Asisten Wedono.

Kepada buruh wanita yang diberi istirahat menurut aturan-aturan
tersebut dalam pasal ini diberi upah penuh untuk waktu istirahat
itu, kecuali jikalau dalam pada itu untuk buruh wanita tadi
berlaku peraturan khusus tentang kedudukan dan gaji pegawai
pekerja negeri.
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1)

(2

3

Pasal 2.

Dengan mencabut maklumat Kementrian Sosial No. 17 tanggal 25
April 1946, aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun
1948 pasal 15 ayat (2) berlaku buat seluruh daerah Republik
Indonesia.

Dalam menjalankan peraturan tersebut dalam ayat (1) maka
kepada buruh harian diberikan upah penuh untuk hari itu.

Terhadap buruh yang karena sifatnya pekerjaan, tidak dapat
dibebaskan dari kewajiban bekerja, maka 1 Mei itu dianggap
sebagai hari libur dan kepadanya diberi uang kerja lembur di
samping upahnya untuk hari itu.

Pasal 3.

Aturan-aturan tersebut dalam Undang-undang Kerja tahun 1948 pasal 1, pasal
17 ayat (1) dan (2), pasal 18 ayat (1), (2) dan (3), pasal 19 ayat (1) dan (2) dan
pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948 terhadap soal-soal tersebut
dalam pasal 1 dan pasal 2 dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal II.

Dengan mengingat pada ketentuan termaktub dalam pasal Il Peraturan ini,
menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Peraturan Pemerintah tanggal 21
April 1950 No. 13 "Peraturan waktu kerja dan waktu istirahat" Republik
Indonesia yang bunyinya sebagai berikut :

1)

(2

Pasal 1.

Aturan-aturan waktu kerja tersebut di dalam Undang-undang
Kerja tahun 1948 pasal 10 ayat (1) kalimat pertama, ayat (2) dan
(3), pasal 11 dan 12 ayat (1) kalimat pertama berlaku mulai
tanggal 1 Mei 1950.

Menyimpang dari yang tersebut di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-
undang Kerja tahun 1948, ketentuan termaksud di dalam ayat 1
pasal ini tidak berlaku buat buruh di tempat pekerjaan, yang tidak
bersifat perusahaan.

Pasal 2.

Dengan ijin dari Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai yang
ditunjuk olehnya bagi perusahaan yang penting untuk pembangunan negara,


http://www.djpp.depkumham.go.id

